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a. $inkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang

berbasiskan NIK;

b. Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan dalarn lingkup layanan PIHAK KEDU'iq

den$an r"!"Ienggunakan NlK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan

c. perencamaan program kegiatan PlFlAK KEDIJ.A dengan memggunakan data agregat

kependudukan; I

1

Pasal 4
Kewaiiban PARA PIFtrAK

(1) PIHAK KLSATU rnempunyai kewajiban untuk
a. mernberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PIFIAK KEDUI\

berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tan$$al/bulan/tahun
lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan
alarnat kepada PIFIAK KED[,JA;

b. ;;;ft;L-i-a.;jr;ir;;;'LornuniLuri data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan virtual
Frivate Nebrcrk(VPhl) tP rnelaluifasilitasi dan koordinasi dengan Dlnas Komuniliasi dan
lnformatika Provinsi Sumatera Barat;

c. memberikan User ID kepada PIFIAK KEDI,JA yang pengelolaannya menjadi tanggung
jawab PIFIAK KEDUA;

d. memberikan spesifikasi tel<nis perangkat pembaca KI'F-etr sesuai ketentuan peraturan
perupdang-undangen; dan

e. memlrerikan himbingan teknls dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan
l\lK, Data Kependurdukan, dan KTP-el atas biaya FIFIAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewa.liban untuk
a. rnencantumkan IIIK yang sudah di.lamin ketunggalannya dalann dokumen yang

diterbitkan PIFIAK KEDUA;
b. memberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasllkan sebagai

data balikan, guna melengkapidatabase kependudukan milik PIHAK KESATU;
c. bertanggun$ jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang cliakses

dari PIFIAK KESATtI;
d- rnemberikan layanan berbasiskan KTp-el;
e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTF-el, sesuai dengan spesifikasi

yang diberikan FIFIAK KESATU beserta Kartu secure access modwle;
t. menyediakan dtlkungan anggiaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan

pendampin$an teknis implementasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan, dan KTP-el;g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTF-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
dan

h, n'lenlan'lin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya
penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIFIAK KESAT[J walaupun
jangka waktu Ferjanjian Kerja Sama initelah berakhir.

Pasal 5
Ftak pARA pt!{AK

(S) PIFIAK KESATU mernpunyaihak untuk: ,

a. mengawasi pelaksanaan kewajiban pIFIAK KEDUA;
b. mendapatkan data balikan atas data kependudukannya tetah dlberikan pIHAK KESATU

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengXap! Oatabase kependudukan; dan
c. mendapatkan jamlnan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan

diakses PIHAK KEDUA, walaupun jangka waktu Perjanjian merii slmi i-i 1"iri'
berakh!r.

(2) PIHAK KEDt,A rnempunyaihak untuk:
a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NIK,nama lengkaB, jenis keiamin, tempat ialrlr, tanggaybulan/tahun lahir,

T*



agafn!/\eyeygy31L_status perltawinan, pendidikan terakixtr, ienis pekerjaan dan
alamat dari pif[,&K K&$ATU; dan I -

b. n'lendapatkan blrnbingan teknis clan pendampingan teknis pernanfaatan NIK, Data
Kepenctruc;luEran, cian KIP-ei serta penggunaan perangkat penlbaca KTp-el, atas biaya
PII.IAK KEDI,IA.

Fasat 6
.lamgka Waktu

Perjanjian Ke$a Sama ini rnula! bertaku seJ'at{ dltatldatailganinya perjanjian Kerja $ama ini oteh
PARA PIF|AK sarnpai dengan tanggal 25 iuni 2o2z ai,n-Jupit oiperpanjang atas persetujuan
PARA PIHAK.

Berakhirnya -:fi:il,I- Kerja sama

Perjan!ian Kerja Sanra berakhir apahila:
a. jangka rvaktu perjanjian Kerja Sama telah setesai; atau
b' atas kesepakatan PARA PlllAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktuFerjanlian Kerja Sama berakhir.

(1)

(2)

Fasal E
Keadaan Memaksa (Farce Majeure)

{paeila terjad! hat-hal d! luar kekuasaan PARA plFtAK atau. keadaan menraksa, dapatdilakukan perubahan peraksanaan per;injiinK;'j; a#;L#il;il-iizu,i; ;n* Hrr,qffi.Keadaan memaksa sebagaimana oimi6rd-ild;t;ial' trt, adarah adanya kebijakanpemerintah yang mengakibatkan tidak dapat ditanjutkannva perarsrrurn- Fe4an;ian xegaSama inidan apabira ter.gaoi har-har di ruar kekuasaan pana eFrqK

Fasa! I
Fenyelesalan FerseHslham

(1)

(2)

(L)

(2)

?1,1y hal musyawarah dan mufakat selragalmana dimaksud pada ayat (1) tictak tercapai,maka akan diselesaikan sesuai denga n routeLtri, e"*dil n.rr n or,r!-;;i;;grr.

Fasa! i.0
Evaluasf den pbnaporam

Pll'iAK KEDEJA berkewajiban rnembuat laporan berkara pemanfaatan NrK, DataKependudukan dan KTp-e! pur r"*uuier, b,uran luni uniut ;"#;i;';;*;, dan buranDesernber untuk sernester kedua kepada PIFIAK [tEsATU dengan tembusan DlrekturJ en derat Kepend u dukan dan pencatata n S,B,r Jr Jr'i, o"*-#.
PlFlAffi KE$ATU nrelat<ukan j.Y3Jy-uul pemantaatan NIK, Data Kepe*dudukan dan KTp-elsecara berkala atas laporan plFtAK gffiDUA sebagairnana oi,nalrsrd pada ayat (1).
PIFIAK ${ESATU dapat rnerakukan evaruas! p"*rirrunan rurx, Dara r;;;;;il;, dan KTp-el sewaktu-waktu.
Hasil evaluasi sebagai*'1? dinnaksud pada ayat (2) ditaporkan'kepada Guioernur denganiembusan Menreri Daram nregeri merarui Dire-[ru; );ililir-p-ril;;rri]Jn p"n.rtutun

Apabila clikernudian' trari timbul
pelaksanaan perjanjian Kerja Sama
rnusyawarah untuk mufakat.

permasalahan dalam perbedaan penafsiran danini antara FARA PIFIAK akam diseiesalkan secara

(3)

4

(4)
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Pasa! 11
! a!* I aiaLCril-Lou!l

(1) Datam hal dlperlukan adanya penamhahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja
Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetu.luan PARA PtllAK.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang
rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sanra ini.

(3) Ketentuan-ketentuan yang hersifat teknis dan operasional dalarn pelaksanaan Perianjian
Kerja Sama lni akan disusun dalam Petunjuk Tenls.

E3ffiilr

Dernikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi
matera! cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.

PiHA$( KESATU?

<E*-

FI; Novrial, S.E.rd.A", Akt
NEp. 1S,66d105 n99403 { 005

5 lql{ I


	IMG_0136.jpg
	IMG_0137.jpg
	IMG_0138.pdf
	IMG_0139.pdf
	IMG_0140.pdf

